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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSHU<Z DAN PERCERAIAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Nushu>z

1. Pengertian Nushu>z

         Kata nushu>z dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata 

“Nashaza – yanshuzu – nushu>zan” yang berarti duduk kemudian berdiri, 

berdiri dari menonjol, menentang, atau durhaka.1 Sedangkan di dalam 

bukunya Amir Syarifuddin arti nushu>z secara etimologi adalah Artiqo>’ 

yang berarti meninggi atau terangkat2. Menurut Sohari Sahrani dan Tihami 

arti kata nushu>z ialah membangkang atau durhaka3. Arti kata nushu>z yang 

tepat digunakan dalam konteks pernikahan adalah menentang atau 

durhaka, kedurhakaan yang dilakukan oleh istri ataupun kedurhakaan yang 

dilakukan oleh suami.

           Secara terminologi arti kata nushu>z diartikan sebagai perbuatan yang 

keluar dari ketaatan yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami 

ataupun sebaliknya. Arti Nushu>z dalam konteks hubungan suami istri 

yang ditemukan dalam Al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak 

lagi berada pada tempat yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah 

tangga, sikap yang menyimpang naik kepermukaan dalam bentuk 

                                                          
1 Ahmad Warsan, Al Munawir Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1994) 
1517.
2 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan, 190.
3 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2010) 185.
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ketidakpatuhan kepada aturan-aturan berumah tangga baik yang datang 

dari suami ataupun dari istri4.

        Dari definisi singkat baik berdasarkan bahasa atau istilah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian nushu>z adalah sikap istri yang merasa 

bahwa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari pada suaminya 

ataupun sebaliknya, dengan perkataan lain nushu>z adalah pelanggaran 

komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah 

tangga.

2. Dasar Hukum Nushu>z

Nushu>z mempunyai beberapa hal ihwal (keadaan) yang tidak diterangkan 

Allah SWT dalam Al-Qur’an yaitu dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34

           

            

         

           

      

                                                          
4 Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga  Moralitas Bangsa 
Menurut Pandangan Al-Qur’an, 94.
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“Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berlaku nushu>z, maka beri 
pengajaranyalah mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah 
mereka. Jika mereka sudah mentaatimu janganlah kamu cari-cari jalan 
atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”.5)

          Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan 

tentang nushu>znya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak 

dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nushu>z isteri tersebut 

melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang 

ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai 

kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

a. Kepemimpinan rumah tangga

b. Hak dan kewajiban suami-isteri

c. Solusi tentang nushu>z yang dilakukan oleh isteri

Dan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128

            

        

           

                                                          
5 Al-Qur’an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy-
Syarif,1990), 123
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“Dan jika seorang wanita khawatir akan nushu>z, atau sikap tidak acuh 
dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 
perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi 
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu 
menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nushu>z dan 
sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan”.6

        Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang nushu>znya suami, 

walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh 

persoalan tentang nushu>znya suami kurang mendapat perhatian dan 

jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Kedua ayat tersebut diatas lazim disebut sebagai ayat-ayat nushu>z

dalam beberapa kitab fikih. Ayat-ayat tersebut turun menurut sebagian 

pendapat ahli fikih (fuqaha) adalah dalam konteks masyarakat arab ketika 

itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan 

(istri).pemukulan adalah bentuk kekerasan yang paling sering muncul 

pada masa itu. Dengan demikian ayat-ayat tersebut turun dalam konteks 

melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga.

    Ayat di atas menurut Imam al-Syafi’i diturunkan sesudah adanya 

larangan  seorang suami memukul istri. Larangan tersebut berasal dari 

sebuah hadits     yang  diriwayatkan oleh Ibn ’Uyaynah, dari al-Zuhri, 

                                                          
6 Al-Qur’an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy-
Syarif,1990), 143.
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dari ’Abdullah bin Abdillah bin ’Umar, dari Iyas bin ’Abdillah bin Abi 

Dzubab, Nabi SAW bersabda yang artinya:

 :وسلَّمعليهااللهُ صلىااللهِ رسولقال :لقذباب  أبيِ بنِ االلهِ عبدِ بنِ إيِاَسِ عن

نذئرِ :فَقالوسلَّمعليهااللهُ صلىااللهِ رسولِ إلىعمر  فجاءااللهِ،إِماءَ لاتضربِوا

االلهُ صلى  االلهِ سولِ ربآِلِ فطافأَن،رđِ ضفيِ خصفرأزواجِهِنعلىالنِّساء

طالقد :وسّلمعليهااللهصلىالنبيِ فَقالجهنأزوانيشكوكثيرنِساءٌ وسلَّمعليه

.كمبخِِيارِ أولئكليسجهنأزوايشكونكثيرنِساءٌ محمدٍ بآِلِ ف

Dari Iyas bin Abdillah bin Abi dzubab, Rasulullah SAW bersabda: 
Janganlah kalian   memukul hamba-hamba perempuan Allah. Kemudian 
Umar RA datang kapada Rasulullah SAW dan berkata: perempuan -
perempuan itu telah berbuat durhaka terhadap suaminya, kemudian Rasul 
memperbolehkan memukul mereka. Kemudian perempuan-perempuan 
itu mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami 
mereka. Rasulullah bersabda: perempuan-perempuan yang telah
mengadukan suami- suami mereka,mereka bukanlah istri-istri yang baik.7

        Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi oleh kaum laki-

laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah panjang, dalam 

tatanan itu perempuan-perempuan sering ditempatkan sebagai manusia 

kelas kedua yang berada di bawah superioritas laki-laki yang membawa 

implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sebagian pihak 

menganggap persepsi tersebut benar sehingga timbullah berbagai bentuk 

tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, tindakan kekerasan, 

penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum hawa 

terutama dalam rumah tangga.

                                                          
7 Muhammad bin Idris as-Syafi’i (selanjutnya disebut al-Syafi’i), al-Umm (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr,
tth.), 207.
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       Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai prsoalan 

nushu>z dipersempit hanya pada nushu>znya isteri saja serta akibat hukum 

yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan 

nushu>z KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, 

yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi 

seorang isteri ialah berbakti lakhir dan batin kepada suami dalam batas-

batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nushu>z

jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 

dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak 

adanya nushu>z isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti 

yang sah.8

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

         Baik UUP atau KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan 

perkawinan adalah untuk membina keluarga yang kekal, abadi 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan 

tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran 

dan tanggung jawab masing-masing pihak istri dan suami. Oleh sebab itu 

perkawinan tidak saja di pandang sebagai media merealisasikan syari’at 

Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat tetapi juga 

merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya.

                                                          
8 KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).
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Undang-undang perkawinan (UUP) memberikan aturan yang jelas 

berkenaan tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban 

suami istri diatur di dalam pasal 30 sampai 34.

Pasal 30,

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 

tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di 

dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di 

tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 

memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
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3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat   

mengajukan gugatan kepada pengadilan9.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP pada pasal 

31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan 

seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat.

          Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul di dalam 

kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 108 KUHP dijelaskan 

bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin 

dianggap tidak mampu bertindak, oleh karena hanya dengan bantuan 

suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum10.

        Dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebut pada dasar-

dasar di atas menurut Sayuti Thalib lima hal yang sangat penting yaitu :

1. Pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta 

mencintai santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib 

mewujudkan pergaulan yang ma’ruf ke dalam rumah tangga ataupun 

dalam masyarakat.

2. Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah 

tangga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu 

rumah tangga.

                                                          
9 Undang-Undang Perkawinan (Surabaya :Arkola, tt) 15-16.
10 Lili Rasdjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: 
Alumni, 1982) 180-181.
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3. Rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib hingga 

dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib 

menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus 

tertentu rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-

sama.

4. Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri 

wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut.

5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dengan 

membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya 

dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung 

jawabkan11.

Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh 

pasal-pasal di atas adalah :

a. Cinta-mencintai satu dengan yang lainnya

b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya

c. Setia satu sama lainnya

d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama 

lainnya

e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan 

istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala 

keperluan hidup rumah tangga, lahir batin sesuai dengan 

kemampuannya.

                                                          
11 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta : UI Press, 
1982), 73-78.
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f. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya12.

       Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang 

Perkawinan, KHI mengatur masalah tersebut dengan sangat rinci, yaitu pada 

pasal 77 yang berbunyi :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sandi dasar susunan 

masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, 

setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Pasal 78.

1. Suami atau istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami 

istri bersama13.

a) Kewajiban suami

Adapun kewajiban suami kepada istrinya menurut Amiur Nurrudin dan 

Azhari Akmal Tarigan adalah Pertama memberi sandang dan pangan, 
                                                          
12 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Indonesia Legal Center 
Publishing, 2002), 34.
13Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), 132.
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kedua, tidak memukul wajah jika terjadi nushu>z, ketiga, tidak mengolok-

olok dengan mengucapkan hal-hal yang di bencinya, keempat, tidak 

menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah14. 

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam 

mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut 

dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu berangkat dari hadits-

hadits Rasulallah SAW menurut Imam Nawawi setiap suami mestilah 

mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik15.

Dalam pasal 80 UU Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban suami 

istri yaitu :

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 

bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,

                                                          
14 Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 
Kencana,2012),211.
15 FK3, Wajah Baru Relasi Suami Istri dan Telaah Kitab Uqud Al-Hujjah (Yogyakarta : LKIS, 
2001), 12-13.
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b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 

bagi istri dan anak,

c) Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) 

huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 

istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nushu>z 16.

b) Kewajiban istri

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia pasal 83 dan 84 yang berbunyi :

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum 

Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga 

sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1) Istri dapat dianggap nushu>z jika ia tidak mau melaksanakan 

kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) 

kecuali dengan alasan yang sah,
                                                          
16 Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 205.
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2) Selama istri dalam nushu>z kewajiban suami terhadap istrinya 

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali 

hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali 

sesudah istri tidak nushu>z

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nushu>z dari istri harus

didasarkan atas bukti yang sah17. 

4. Macam-macam Nushu>z

Para ulama membagi nushu>z manjadi dua macam yakni :

a. Nushu>z dari pihak perempuan atau istri

         Nushu>z dari pihak istri berarti kedurhakaan ini dilakukan oleh 

sang istri terhadap suaminya. Kedurhakaan yang dilakukan sang istri 

meliputi pelanggaran-pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-

hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa nushu>z yang dilakukan istri 

diantaranya ada yang berupa perbuatan dan ada yang berupa ucapan. 

Nushu>z yang berupa perbuatan misalnya :

1) Istri melalaikan kewajiban-kewajibannya (enggan berhias  di

depan suami sedang suami menginginkannya, enggan melayani 

suaminya tanpa alasan yang syar’i)

2)   Tidak taat kepada suami

                                                          
17 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 134.
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3) Tidak mau bertempat tinggal bersama suami

4) Suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami

5) Keluar rumah tanpa izin kepada suami18.

        Adapun ucapan sang istri yang bisa dikatakan nushu>z adalah istri 

bicara tidak sopan kepada suami, seperti memaki-maki suami dengan kata-

kata kasar, membentak, istri menjawab panggilan suami dengan kata-kata 

tidak sopan, dan kasar padahal suaminya berbicara santun kepadanya.

5. Nushu>z suami terhadap istri

Kemungkinan-kemungkinan perbuatan nushu>z ternyata tidak hanya datang 

dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Nushu>znya suami dapat 

terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi 

kewajibannya pada istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin.        

Seorang suami bisa dikatakan berbuat nushu>z kepada istrinya apabila dia 

melakukan ucapan-ucapan dan perbuatan sebagai berikut :

a. Menghina istri tanpa ada alasan

b. Membentak-bentak istri, padahal  sang istri telah menjalankan 

tugasnya sebagai istri

c. Menjelek-jelekkan istri dengan perkataan yang dapat menyakiti hati 

istrinya

d. Berfoya-foya dengan wanita lain

e. Mengabaikan hak-hak istri atas dirinya

                                                          
18 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam  (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007) 
89.
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f. Menganggap rendah istrinya

g. Tidak mau mendengar keluhan istrinya, sang suami cenderung 

mengacuhkan istrinya

h. Tidak perhatian terhadap istrinya atau tidak peduli.

6. Nushu>s Istri Terhadap Suami

    Akibat kedurhakaan hilanglah hak istri “menerima nafkah, pakaian 

dan pembagian waktu.19 Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat bahwa 

yang dimaksud dengan nushu>z adalah kedurhakaan dan kecongkakan istri 

dari mentaati suami. Berkenaan dengan tersebut didalam pasal 84 

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman/kaidah tertulis dalam 

hal perkawinan telah mengatur tentang nushu>z istri yang menyatakan 

bahwa :

1) Istri dapat dianggap nushu>z jika ia tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pasal 83 (1) yang berbunyi : “Kewajiban 

utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin suami di 

dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Hal tersebut 

boleh dilakukan Kecuali karena alasan yang sah.

2) Selama istri dalam nushu>z, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut 

dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi :

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

                                                          
19 Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 
wa Nihayatul Muqtasyid, Terj. Imam Ghazali, Analisa Fiqih Para Mujtahid (Jakarta : Pustaka 
Amani, 2007), 520.
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b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri.

tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada pasal 83 ayat (2) yang berbunyi : “Istri 

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari 

dengan sebaik-baiknya.” Hal tersebut berlaku kembali setelah istri 

tidak nushu>z.

4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nushu>z dari istri harus didasarkan  

dengan bukti yang sah.20

7. Tindakan yang dilakukan apabila suami atau istri nushu>z

        Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan 

nushu>znya seorang istri. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa’ 

ayat 34, di dalam ayat tersebut hendaknya suami menasehati istri dengan 

hal-hal yang sesuai dan menyamakan watak serta sikapnya.

Adapun nasehat-nasehat yang dapat dilakukan suami apabila suami 

mendapati istrinya melakukan perbuatan nushu>z antara lain :

a. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang 

bermalam sedangkan suami marah dengannya

b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil

                                                          
20 Undang-Undang perkawinan di Indonesia (Surabaya : Arkola, tt), 207.
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c. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut serta menyebutkan 

dampak-dampak nushu>z diantaranya bisa berupa perceraian yang 

berdampak baginya, keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-

anak

d. Menjelaskan kepada istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat

e. Menasehati istri dengan kitabullah yang mewajibkan perempuan untuk 

bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami dan mengakui 

posisi suami atasnya

f. Menasehati istri dengan menyebutkan hadits-hadits Nabi SAW, 

menyebut sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah SWT 

memberikan keridhoan bagi mereka

g. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara kecuali 

memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan 

kesulitan21.

Ketika seorang istri mengetahui suaminya melakukan nushu>z, maka 

tindakan yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah :

a. Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan 

pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri, seperti hak 

memberikan tempat tinggal, nafkah dan lain-lain.

b. Jika seorang istri mencintai suaminya hendaknya memalingkan hati 

suaminya, pada dirinya mengharapkan kelanggengan, takut untuk 

berpisah dan bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab pada diri 

                                                          
21 Ali Yusuf As-Subki, Fuqh Keluarga (Jakarta :Amzah, 2010) 303-304.
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suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai 

cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai 

kesuksesan dalam tujuan ini22

  Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128  

menganjurkan untuk melakukan perdamaian, yang mana istri diminta 

untuk lebih bersabar dalam menghadapi suaminya dengan merelakan hak-

haknya dikurangi. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. 

Apabila dalam hal ini suami tetap melalaikan kewajibannya padahal istri 

telah berulang kali mengingatkannya namun tidak ada perubahan, maka 

istri berhak mengajukan gugatan cerai sesuai dengan putusan hakim.

8.   Hak-Hak Suami Atas Istri Nushu>z dan Batasan-Batasannya.

     Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan 

suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. Pertama, hal ini penting 

agar kemungkinan  terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam 

memperlakukan isteri yang nushu>z dapat dicegah. Kedua, untuk 

menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-isteri 

tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nushu>z, sebab tanpa 

adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, 

maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai 

melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara 

tidak baik, tidak memberikan hak-hak isteri seperti nafkah dan lain 

                                                          
22Ali Yusuf As-Subki, Fuqh Keluarga, 319.
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sebagainya, semua itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nushu>znya

suami. Dan di sini isteri berhak mendapatkan perlindungan hukum 

sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.23

Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam 

menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang 

nushu>z. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi 

suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum.

Kedua, subtansi perbuatan nushu>z itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan 

hukum yang harus dilihat dari segi kualitatatif maupun kuantitatif serta 

motivasi yang melatar belakanginya.

a. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah sebagaimana 

diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip 

perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-

isteri, yaitu: 

1) prinsip musyawarah

2) prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram

3) prinsip anti kekerasan

4) prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner

5) prinsip keadilan.24

                                                          
23 Saleh bin Ganim, Nushu>z, hlm. 29.
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Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat 

diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. 

Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama 

berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.25 Kedua, prinsip 

musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.26 Ketiga,

keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan dalam masyarakat.27 Keempat, mempunyai hak sama di 

depan hukum.28 Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan 

saling membantu.29

Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku Wajah Baru Relasi 

Suami-Isteri, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan 

kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka 

selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang 

berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.30

                                                                                                                                                              
24 Khoruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta 
: Akademia, 2004), 52.
25 UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).
26 KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, 
akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami 
isteri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) 
Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).  
27 UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI 
Pasal 79 Ayat (2).
28 UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 
hukum”, jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami isteri 
melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, jo. KHI 
Pasal 77 Ayat (5).
29 UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia 
dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).
30 Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri., hlm. 61.
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Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam 

rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak 

terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling 

menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang 

dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib 

mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut 

terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang 

mendatangkan rasa tenteram, cinta dan damai.31

Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi 

persoalan nushu>z harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. 

Artinya ketika isteri nushu>z mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi 

ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, 

misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak 

isteri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip mua’syarah bil 

ma’ruf. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, 

tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang 

nushu>z.32

b. Substansi Hukum Perbuatan Nushu>z Dan Tujuan Pemberian Sanksi

                    Dalam menyikapi isteri yang nushu>z, yang terpenting juga adalah 

harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat 

persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki 

                                                          
31 Ibid., hlm. 62-63.
32 Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam
(Bandung : Mizan, 2001), 187.
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unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang 

dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; pertama, unsur formil, yaitu 

adanya undang-undang atau nas yang mengatur hal itu. Kedua, unsur 

materiil. yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu. Ketiga, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai 

pertanggung jawaban secara hukum.33

Jika dikaitkan dengan persoalan nushu>z maka untuk mengetahui 

apakah suatu perbuatan ‘ketidaktaatan’ tertentu seorang isteri dapat 

dikategorikan sebagai sikap nushu>z atau tidak maka hal itu dapat dilihat 

dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula 

perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa 

perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya 

berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Oleh karena itu untuk 

mengetahui telah terjadinya perbuatan nushu>z para mufassir berangkat 

dari pemaknaan atas kata "خوف" dalam rangkaian kalimat awal Ayat 

surat an-Nisa>’ (4): 34 (واللا تى تخافون) yang menurut mereka memiliki 

dua arti yaitu ظن (prasangka) dan علم (pengetahuan), walaupun sebagian 

mufassir ada yang lebih condong menggunakan arti yang pertama seperti 

al-Jamal dan ar-Razi.34

                                                          
33 Mahrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. I 2004), 
hlm.. 10.
34 Fahruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IX: 
93. dan Muh. Yusuf as-Syahir, Tafsir Bahr Muhit, III: 43.
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Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan 

nushu>z di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu 

perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari 

perbuatan nushu>z tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan 

pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam 

kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang ataukah berat. 

Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah 

berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri nushu>z juga dapat 

digunakan sebagai paremeter seorang suami dalam melakukan hak-

haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah 

melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Menurut 

Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan 

penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan 

(revenge), (2) penghapusan dosa (expiation), (3) menjerahkan 

(deterrent), (4) perlindungan terhadap umum (protektion of the public), 

(5) memperbaiki si pelaku (rehabilitation).35 Dan dari kelima tujuan 

tersebut yang paling cocok untuk dijadikan peganggan bagi suami dalam 

menindak isteri yang nushu>z tentu saja adalah tujuan yang nomor tiga 

dan lima.

                                                          
35 Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa 
yang Akan Datang (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet II, 1985), hlm. 15.
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Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri yang nushu>z

maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap isteri.36

Begitu pula menurut Sa’id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami 

dalam memperlakukan isteri nushu>z tidak lain merupakan upaya 

‘pengobatan’ terhadap isteri.37

Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi’i 

sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling 

berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu 

memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap hijr, sebaiknya 

dimulai dalam bentuk hijr lisan lalu tempat tidur kemudian baru 

mubasyarah (bersetubuh).38

          Menurut Muhammad Abduh dan kebanyakan para mufassir 

yang lain bahwa memang sudah menjadi keharusan jika dalam penerapan 

tiap-tiap tahapan berurutan, walaupun pada kenyataannya adanya huruf 

‘wau’ diantara kalimat-kalimat yang ada tidak dimaksudkan dengan 

makna littartib (berurutan), sebab hal itu menurutnya sudah dapat 

diketahui dengan petunjuk nalar rasio.39

                                                          
36 . Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan 
Masa yang Akan Datang, 91.
37 Sa’id al- Khawa, al-Asas fi Tafsir (Beirut : Dar al-Salam, Cet.I, 1405 H), 1054.
38 Fahruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi mafatih al-Gaib (Beirut : Dar al-Fikr 1415 
H) 94.
39 Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1394 H/1973 
M.), V: 79.
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B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian (Talak)

1. Pengertian Perceraian

        Menurut istilah, seperti yang telah dituliskan al-jaziri, talak adalah 

melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan 

dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.40

        Sayyid Syabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk 

melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan 

perkawinan itu sendiri.41 Definisi yang agak panjang dapat di lihat dalam 

kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama 

untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz jahiliyah yang 

setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk 

melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-Kitab, 

hadits, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.42

         Dari definisi talak diatas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah 

institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan.

Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata 

cara telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang 

Perkawinan. kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun 

tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat 

diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sesuatu yang alamiyah, 

                                                          
40  Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah (Kairo : Dar  al-Fikr, Juz II, t.t), 
278.
41 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, Juz II, 1983), 206.
42 Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar (Bandung : Al-Ma’arif, Juz II, t.t), 84.
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bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus 

ditengah jalan.43

          Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya 

perkawinan adalah Khulu’, khiyar/fasakh, syiqaq, Nushu>z, ila’ dan Zihar. 

Imam Syafi’i menuliskan sebab putusnya perceraian adalah talak, khulu’, 

fasakh, khiyar, ila’, zihar dan li’an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-

sebab perceraian, talak, khulu’, ila’dan Zihar.44

2. Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Perceraian

         Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat terjadi dalam kehidupan 

rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian45 yaitu :

a.   Terjadinya Nushu>z dari pihak istri.

         Nushu>z bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri 

terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran 

perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu 

keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur’an 

memberikan tuntunan bagaimana mengatasi nushu>z agar tidak terjadi 

perceraian.

Allah SWT. Berfirman di dalam surat al-Nisa> :4/43 yang artinya : 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya maka nasihatilah 
mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah 
mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
Maha Tinggi lagi Maha Besar.

                                                          
43 Asghar Ali Engineer, Hak-hak perempuan dalam Islam  (The Rights Women in Islam), Terj. 
Farid Wajidi dan Cici Farkha, Assegaf (Yogyakarta :Yayasan Bentang Budaya, 1994), 169.
44 Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan 
Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan malaysia  (Jakarta : 2002), 203.
45 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta : Rajawali Pers,1995), 269-272.
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Berangkat dari surat al-Nisa> :4/43al-Qur’an memberi opsi sebagai 

berikut :

1) Istri diberi nasehat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar 

terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.

2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis 

bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan 

koreksi diri terhadap kekeliruannya.

3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya 

adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. 

Penting untuk di ketahui,yang boleh dipukul hanyalah bagian 

yang tidak membahayakan pihak istri seperti betisnya.46

b. Nushu>z Suami terhadap Istri

                         Kemungkinan nushu>z ternyata tidak hanya datang dari istri tapi 

dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahfahami bahwa 

nushu>z hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur’an juga 

menyebutkan adanya nushu>z dari suami seperti yang terlihat dalam 

al-Qur’an surat al-Nisa> ayat 128.47

Dan jika seorang wanita khawatir akan nushu>z, atu sikap tidak acuh 
terhadap suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadkan 

                                                          
46 Lihat, Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 270 dan bandingkan, Sayuti Thalib, Hukum 
kekeluargaan Indonesia (Jakarta : UI Press, 1986), 93. Menurut kitab Uqud al-Lujjain, ada 
beberapa alasan suami boleh memukl istrinya seperti, jika istri menolak berhias dan bersolek 
dihadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa ijin, memukul anak kecilnya yang 
sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, mengucapkan kata-
kata yang tidak pantas, menampakkan wajah ke laki-laki lain yang bukan mahramnya, menolak 
menjalin kekeluargaan dengan keluarga suami, lihat komentar FK3 di dalam, Wajah Baru Relasi 
Suami-Istri : Telaah Kitab Uqud al-Lujjain (Yogyakarta : LKiS, FK3, 2001), 26.
47 Ibid,. 94.
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perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi 
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 
kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari 
nushu>z dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

          Kemungkinan nushu>znya suami dapat terjadi dalam bentuk 

kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, 

baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas 

suami.

               Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali 

mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Qur’an 

seperti yang terdapat dalam surat al-Nisa> : 4/128 menganjurkan 

perdamaian di mana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi 

suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara 

waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

        Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk 

merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak48 sebagai 

bentuk perjanjian perkawinan.

       Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan 

terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari 

pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian 

taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu 

                                                          
48 Isi Taklik Talak tersebut adalah : sewaktu-waktu saya : (1) meninggalkan istri saya dua tahun 
berturut-turut. (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) 
atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) 
istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke 
Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut danistri saya 
membayar uang Rp. 10000 ‘iwadh(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.
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telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah 

untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian 

yang telah disepakati itu maka istri dapat meninta cerai kepada 

hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.49

c. Terjadinya Syiqoq

                Jika dua kemungkinan yang telah disebut dimuka 

menggambarkan satu pihak yang melakukan nushu>z sedangkan 

pihak yang lain dalam kondisi normal maka kemungkinan yang 

ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqoq

(percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga 

keduanya sering bertengkar.

        Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi di 

damaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam firman Allah Q.S. 

An-Nisa> : 35

           

           

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa : 35)

                                                          
49 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : al-
Hikmah, 2001), 278.
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       Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bila 

keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran 

yang tak mungkin diatasinya maka perlu dipilihnya hakam50

(arbitrator) dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga 

tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh 

hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak 

berhasil mendamaikannya.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang                                                  

menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara   

menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang 

didakwakan, dengan cara li’an seperti telah disinggung di muka. 

Li’an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, 

dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li’an adalah 

terjadinya talak ba’in kubro.51

e. Putusnya Perkawinan Karena Thalaq.

        Kata Thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan 

atau menanggalkan52 atau secara harfiah berarti membebaskan 

seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari’ah untuk menunjukkan 

                                                          
50 Dengan demikian, hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-
kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai para ulama fiqih memberikan apresiasi yang 
berbeda tentang keberadan hakam. Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah al- Mujtahid menyatakan 
bahwa mengangkat hakam merupakan sebuah keharusan. Imam Syafi’i menyatakan mengangkat 
hakam hukumnya wajib. Berdasarkan kaidah ushul bahwa asal hukum bagi perintah adalah wajib 
(al-aslu fi al-amri lil al-wujub). Penegasan mazhab syafi’i yang mewajibkan mengangkat hakam 
yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah 
kejalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. Perceraian hanyalah jalan terakhir manakala 
upaya perdamaian menemui jalan buntu.
51 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 274.
52 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet I, 9.
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cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun 

Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang 

kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam 

keadaan yang mendesak.53

f. Putunya perkawinan karena Khulu’

          Khulu’ berasal dari kata “khulu’ al-tsaub” yang berarti 

melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang 

wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.54 Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187.

        Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk 

menceraikan isterinya, maka si isteri juga dapat menuntut cerai jika 

ada cukup alasan baginya. Jika suami berlaku kejam, maka isteri 

dapat meminta cerai (khulu’) dan tidak dipaksa menerima perlakuan 

yang sekiranya tidak patut baginya.

         Khulu’ adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang 

berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan 

kesediaan isteri membayar uang ‘iwadh atau uang pengganti kepada 

suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau khulu’. Bila 

terjadi cerai dengan cara khulu’ maka suami tidak memiliki hak 

untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan 

sighat, khulu’ mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti 

                                                          
53 Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 80.
54 Ibid., 112.
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rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah 

membayar sejumlah yang disyaratkan suami.55

g. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

          Berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 

1975 memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan 

beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, 

termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, 

“bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan 

melanggar hukum agamanya sendiri.56

            Khusus tentang putusnya perkawinan, Pasal 38 UU No. 1 

Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena : 

a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas Keputusan Pengadilan. 

Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa : 

a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

setelan Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

                                                          
55 Dasrizal Dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun !974 dan Hukum Perdata 
Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam (Jakarta : Kartika Intan Lestari, 2003), 201.
56 Dahrizal Dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun !974 dan Hukum Perdata 
Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam, 131.
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b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di 

antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai 

suami isteri. 

c) Tata cara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam 

perundang-undangan tersndiri”.

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan 

terjadinya perceraian adalah disebabkan karena :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.

7. Suami melanggar ta’lik thalaq.
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8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

        Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang 

telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI di 

atas, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan 

perceraian yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. 

Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan 

perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami 

melanggar ta’lik thalaq, dan terjadinya peralihan agama/murtad.

C. Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Putusnya Perkawinan

   Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada di bawah 

Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan 

peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara.57 Keempat lingkungan peradilan yang berada 

dibawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. 

Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan (state court).58

   Masing-masing lingkungan peradilan terebut memiliki wewenang 

mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan 

tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

                                                          
57 Menurut Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 
sebagaimana di ubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan Sekarang diganti dengan pasal 2 jo. 
Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.
58 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 180-181, Lihat juga A. 
Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 137-146.
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Usaha negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili 

perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan 

Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-

perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.59

          Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan di antaranya 

Paradilan Umum, sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU 

No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 

tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan 

perdata (perdata umum dan khusus). Sehingga Peradilan Negeri sebagai 

bagian dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 

50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum memiliki 

kewenangan di antaranya yaitu di bidang perdata umum. Kewenangan yang 

dimilikinya itu berlaku bagi rakyat pada umumnya. Salah satu di antara 

sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri 

adalah sengketa di bidang perceraian bagi rakyat yang bukan beragama 

Islam. Terjadinya sengketa perceraian di kalangan rakyat yang bukan 

beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam 

memeriksanya.

       Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan 

Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan orang-orang yang 

beragama Islam. Dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 

                                                          
59 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 159.
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2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dijelaskan 

bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang 

menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat, 

hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah.

   Kekuasaan Pengadilan  itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan 

pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, 

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;, c. Wakaf dan shadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a 

ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 

perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b 

ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-

masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan 

tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang          

perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin 

bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut 

penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan 

bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, antara lain adalah :
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1. Izin beristeri lebih dari satu orang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 

tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus 

ada perbedaan pendapat;

3. Dispensasi kawin;

4. Pencegahan perkawinan;

5. Penolakan perkawinan oleh PPN;

6. Pembatalan perkawinan;

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

8. Perceraian karena thalaq;

9. Gugatan perceraian;

10. Penyelesaian harta bersama;

11. Mengenai penguasaan anak;

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada 

bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

14.   Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15.   Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 

kekuasaan seorang wali dicabut;
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18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 

umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada 

penunjukan wali oleh orang tuanya;

19.   Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 

menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah 

kekuasaannya;

20. Penetapan asal usul seorang anak;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 

yang lain;

     Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup 

besar diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. 

Perkara perceraian tersebut meliputi penetapan izin ikrar thalaq, ta’lik 

thalaq, fasakh, dan perceraian.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSHU<Z  DAN PERCERAIAN 

A. Tinjauan Umum Tentang Nushu>z

1. Pengertian Nushu>z

         Kata nushu>z dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata “Nashaza – yanshuzu – nushu>zan” yang berarti duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol, menentang, atau durhaka.[footnoteRef:2] Sedangkan di dalam bukunya Amir Syarifuddin arti nushu>z secara etimologi adalah Artiqo>’ yang berarti meninggi atau terangkat[footnoteRef:3]. Menurut Sohari Sahrani dan Tihami arti kata nushu>z ialah membangkang atau durhaka[footnoteRef:4]. Arti kata nushu>z yang tepat digunakan dalam konteks pernikahan adalah menentang atau durhaka, kedurhakaan yang dilakukan oleh istri ataupun kedurhakaan yang dilakukan oleh suami. [2:  Ahmad Warsan, Al Munawir Kamus Arab Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka Progresif,1994) 1517.]  [3:  Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 190.]  [4:  Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 185.] 


           Secara terminologi arti kata nushu>z diartikan sebagai perbuatan yang keluar dari ketaatan yakni perbuatan istri yang keluar dari menaati suami ataupun sebaliknya.  Arti Nushu>z dalam konteks hubungan suami istri yang ditemukan dalam Al-Qur’an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempat yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga, sikap yang menyimpang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami ataupun dari istri[footnoteRef:5]. [5:  Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga  Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur’an, 94.] 


        Dari definisi singkat baik berdasarkan bahasa atau istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian nushu>z adalah sikap istri yang merasa bahwa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari pada suaminya ataupun sebaliknya, dengan perkataan lain nushu>z adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga.



2. Dasar Hukum Nushu>z

Nushu>z mempunyai beberapa hal ihwal (keadaan) yang tidak diterangkan Allah SWT dalam Al-Qur’an yaitu dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34

                                               







“Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berlaku nushu>z, maka beri  pengajaranyalah mereka dan berpisahlah dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka sudah mentaatimu janganlah kamu cari-cari jalan atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Besar”.[footnoteRef:6]) [6:  Al-Qur’an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy-
Syarif,1990), 123
] 




          Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nushu>znya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nushu>z isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

a. Kepemimpinan rumah tangga

b. Hak dan kewajiban suami-isteri

c. Solusi tentang nushu>z yang dilakukan oleh isteri



Dan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128

                                   







 “Dan jika seorang wanita khawatir akan nushu>z, atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nushu>z dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.[footnoteRef:7]  [7:  Al-Qur’an dan terjemahnya (Madinah: Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf asy-
Syarif,1990), 143.
] 




        Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang nushu>znya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang nushu>znya suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

	 Kedua ayat tersebut diatas lazim disebut sebagai ayat-ayat nushu>z dalam beberapa kitab fikih. Ayat-ayat tersebut turun menurut sebagian pendapat ahli fikih (fuqaha) adalah dalam konteks masyarakat arab ketika itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri).pemukulan adalah bentuk kekerasan yang paling sering muncul pada masa itu. Dengan demikian ayat-ayat tersebut turun dalam konteks melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

    Ayat di atas menurut Imam al-Syafi’i diturunkan sesudah adanya larangan  seorang suami memukul istri. Larangan tersebut berasal dari sebuah hadits     yang  diriwayatkan oleh Ibn ’Uyaynah, dari al-Zuhri, dari ’Abdullah bin Abdillah bin ’Umar, dari Iyas bin ’Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi SAW bersabda yang artinya:

عن إِيَاسِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبِي  ذباب قل: قال رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم : لاتضرِبوا إِماءَ اللهِ، فجاء  عمر إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم فَقال: ذئِر ن النِّساء على أزواجِهِن فر خص فِي ضربِهن، فَأ طا ف بِآلِ ر سولِ اللهِ  صلى اللهُ عليه وسلَّم نِساءٌ كثير يشكو ن أزوا جهن فَقال النبِي صلى الله عليه وسّلم: لقد طا ف بِآلِ محمدٍ نِساءٌ كثير يشكون أزوا جهن ليس أولئك بِخِيارِ كم.





Dari Iyas bin Abdillah bin Abi dzubab, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kalian   memukul hamba-hamba perempuan Allah. Kemudian Umar RA datang kapada Rasulullah SAW dan berkata: perempuan -perempuan itu telah berbuat durhaka terhadap suaminya, kemudian Rasul memperbolehkan memukul mereka. Kemudian perempuan-perempuan itu mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Rasulullah bersabda: perempuan-perempuan yang telah mengadukan suami- suami mereka,mereka bukanlah istri-istri yang baik.[footnoteRef:8] [8:  Muhammad bin Idris as-Syafi’i (selanjutnya disebut al-Syafi’i), al-Umm (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr,
tth.), 207.
] 






        Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi oleh kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah panjang, dalam tatanan itu perempuan-perempuan sering ditempatkan sebagai manusia kelas kedua yang berada di bawah superioritas laki-laki yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Sebagian pihak menganggap persepsi tersebut benar sehingga timbullah berbagai bentuk tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban, tindakan kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum hawa terutama dalam rumah tangga.

       Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai prsoalan nushu>z dipersempit hanya pada nushu>znya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nushu>z KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lakhir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nushu>z jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nushu>z isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.[footnoteRef:9] [9:  KHI, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4). ] 


3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

         Baik UUP atau KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak istri dan suami. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja di pandang sebagai media merealisasikan syari’at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Undang-undang perkawinan (UUP) memberikan aturan yang jelas berkenaan tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam pasal 30 sampai 34.

Pasal 30,

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1) Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan  hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat   mengajukan gugatan kepada pengadilan[footnoteRef:10]. [10:  Undang-Undang Perkawinan (Surabaya :Arkola, tt) 15-16.] 


Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh UUP pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

          Semangat keseimbangan ini tampaknya tidak muncul di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 108 KUHP dijelaskan bahwa kedudukan seorang wanita setelah yang bersangkutan kawin dianggap tidak mampu bertindak, oleh karena hanya dengan bantuan suami yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum[footnoteRef:11]. [11:  Lili Rasdjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia (Bandung: Alumni, 1982) 180-181.] 


        Dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebut pada dasar-dasar di atas menurut Sayuti Thalib lima hal yang sangat penting yaitu :

1. Pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta mencintai santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma’ruf ke dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat.

2. Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala rumah tangga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga.

3. Rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib hingga dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama.

4. Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut.

5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dengan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan[footnoteRef:12]. [12:  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam (Jakarta : UI Press, 1982), 73-78.] 


Menurut Martiman hak dan kewajiban suami istri yang dikandung oleh pasal-pasal di atas adalah :

a. Cinta-mencintai satu dengan yang lainnya

b. Hormat-menghormati dan menghargai satu sama lainnya

c. Setia satu sama lainnya

d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya

e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin sesuai dengan kemampuannya.

f. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya[footnoteRef:13]. [13:  Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia  (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 34.] 


       Mengenai hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI mengatur masalah tersebut dengan sangat rinci, yaitu pada pasal 77 yang berbunyi :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sandi dasar susunan masyarakat.

2. Suami istri wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lainnya.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Pasal 78.

1. Suami atau istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama[footnoteRef:14]. [14: Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  (Jakarta : Akademika Pressindo, 2004), 132.] 


a) Kewajiban suami

Adapun kewajiban suami kepada istrinya menurut Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan adalah Pertama memberi sandang dan pangan, kedua, tidak memukul wajah jika terjadi nushu>z, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang di bencinya, keempat, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah[footnoteRef:15].  [15:  Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,2012),211.] 


Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu berangkat dari hadits-hadits Rasulallah SAW menurut Imam Nawawi setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukannya dengan baik[footnoteRef:16]. [16:  FK3, Wajah Baru Relasi Suami Istri dan Telaah Kitab Uqud Al-Hujjah (Yogyakarta : LKIS, 2001), 12-13.] 


Dalam pasal 80 UU Perkawinan juga mengatur tentang kewajiban suami istri yaitu :

1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,

c) Biaya pendidikan bagi anak.

5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nushu>z [footnoteRef:17]. [17:  Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 205.] 


b) Kewajiban istri

Kewajiban seorang istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 83 dan 84 yang berbunyi :

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1) Istri dapat dianggap nushu>z jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah,

2) Selama istri dalam nushu>z kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nushu>z

4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nushu>z dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah[footnoteRef:18].  [18:  Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 134.] 


 

4. Macam-macam Nushu>z

Para ulama membagi nushu>z manjadi dua macam yakni :

a. Nushu>z dari pihak perempuan atau istri

         Nushu>z dari pihak istri berarti kedurhakaan ini dilakukan oleh sang istri terhadap suaminya. Kedurhakaan yang dilakukan sang istri meliputi pelanggaran-pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa nushu>z yang dilakukan istri diantaranya ada yang berupa perbuatan dan ada yang berupa ucapan. Nushu>z yang berupa perbuatan misalnya :

1)  Istri melalaikan kewajiban-kewajibannya (enggan berhias  di depan suami sedang suami menginginkannya, enggan melayani suaminya tanpa alasan yang syar’i)

2)   Tidak taat kepada suami

3) Tidak mau bertempat tinggal bersama suami

4) Suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami

5) Keluar rumah tanpa izin kepada suami[footnoteRef:19]. [19:  Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam  (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2007) 89.] 


        Adapun ucapan sang istri yang bisa dikatakan nushu>z adalah istri bicara tidak sopan kepada suami, seperti memaki-maki suami dengan kata-kata kasar, membentak, istri menjawab panggilan suami dengan kata-kata tidak sopan, dan kasar padahal suaminya berbicara santun kepadanya.



5. Nushu>z suami terhadap istri

Kemungkinan-kemungkinan perbuatan nushu>z ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Nushu>znya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri baik nafkah lahir maupun nafkah batin.        

Seorang suami bisa dikatakan berbuat nushu>z kepada istrinya apabila dia melakukan ucapan-ucapan dan perbuatan sebagai berikut :

a. Menghina istri tanpa ada alasan

b. Membentak-bentak istri, padahal  sang istri telah menjalankan tugasnya sebagai istri

c. Menjelek-jelekkan istri dengan perkataan yang dapat menyakiti hati istrinya

d. Berfoya-foya dengan wanita lain

e. Mengabaikan hak-hak istri atas dirinya

f. Menganggap rendah istrinya

g.  Tidak mau mendengar keluhan istrinya, sang suami cenderung mengacuhkan istrinya

h. Tidak perhatian terhadap istrinya atau tidak peduli.



6. Nushu>s Istri Terhadap Suami

    Akibat kedurhakaan hilanglah hak istri “menerima nafkah, pakaian dan pembagian waktu.[footnoteRef:20] Muhammad Ali al-Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nushu>z adalah kedurhakaan dan kecongkakan istri dari mentaati suami. Berkenaan dengan tersebut didalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman/kaidah tertulis dalam hal perkawinan telah mengatur tentang nushu>z istri yang menyatakan bahwa : [20:  Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid, Terj. Imam Ghazali, Analisa Fiqih Para Mujtahid (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), 520.] 


1) Istri dapat dianggap nushu>z jika ia tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 (1) yang berbunyi : “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Hal tersebut boleh dilakukan Kecuali karena alasan yang sah.

2) Selama istri dalam nushu>z, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi :

a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri.

tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

3) Kewajiban suami tersebut pada pasal 83 ayat (2) yang berbunyi : “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.” Hal tersebut berlaku kembali setelah istri tidak nushu>z.

4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nushu>z dari istri harus didasarkan  dengan bukti yang sah.[footnoteRef:21] [21:  Undang-Undang perkawinan di Indonesia (Surabaya : Arkola, tt), 207.] 




7. Tindakan yang dilakukan apabila suami atau istri nushu>z

        Allah SWT menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nushu>znya seorang istri. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 34, di dalam ayat tersebut hendaknya suami menasehati istri dengan hal-hal yang sesuai dan menyamakan watak serta sikapnya.

Adapun nasehat-nasehat yang dapat dilakukan suami apabila suami mendapati istrinya melakukan perbuatan nushu>z antara lain :

a. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suami marah dengannya

b. Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materil

c. Mengingatkan istri pada sesuatu yang layak dan patut serta menyebutkan dampak-dampak nushu>z diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya, keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak

d. Menjelaskan kepada istri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat

e. Menasehati istri dengan kitabullah yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami dan mengakui posisi suami atasnya

f. Menasehati istri dengan menyebutkan hadits-hadits Nabi SAW, menyebut sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah SWT memberikan keridhoan bagi mereka

g. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan[footnoteRef:22]. [22:  Ali Yusuf As-Subki, Fuqh Keluarga (Jakarta :Amzah, 2010) 303-304.] 


Ketika seorang istri mengetahui suaminya melakukan nushu>z, maka tindakan yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah :

a. Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri, seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah dan lain-lain.

b. Jika seorang istri mencintai suaminya hendaknya memalingkan hati suaminya, pada dirinya mengharapkan kelanggengan, takut untuk berpisah dan bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab pada diri suaminya supaya tersambung jalannya dan baginya terdapat berbagai cara yang memungkinkan sehingga ia berbuat baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini[footnoteRef:23] [23: Ali Yusuf As-Subki, Fuqh Keluarga, 319.] 


  Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa’ ayat 128  menganjurkan untuk melakukan perdamaian, yang mana istri diminta untuk lebih bersabar dalam menghadapi suaminya dengan merelakan hak-haknya dikurangi. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi. Apabila dalam hal ini suami tetap melalaikan kewajibannya padahal istri telah berulang kali mengingatkannya namun tidak ada perubahan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai sesuai dengan putusan hakim.

8.   Hak-Hak Suami Atas Istri Nushu>z dan Batasan-Batasannya.

     Minimal dua alasan mengapa batasan-batasan hak dan kewenangan suami perlu untuk didiskripsikan secara jelas. Pertama, hal ini penting agar kemungkinan  terjadinya kesewenang-wenangan suami dalam memperlakukan isteri yang nushu>z dapat dicegah. Kedua, untuk menghindari adanya klaim saling tuduh-menuduh antara suami-isteri tentang siapa yang sebenarnya sedang melakukan nushu>z, sebab tanpa adanya aturan yang jelas tentang batas-batas hak dan kewenangan suami, maka perlakuan suami terhadap isterinya secara kasar dan dinilai melampaui batas, dengan memukul, mencela dan mempergauli secara tidak baik, tidak memberikan hak-hak isteri seperti nafkah dan lain sebagainya, semua itu pun dapat dikaitkan sebagai bentuk sikap nushu>znya suami. Dan di sini isteri berhak mendapatkan perlindungan hukum sekaligus suami harus dikenakan tindakan secara hukum pula.[footnoteRef:24] [24:  Saleh bin Ganim, Nushu>z, hlm. 29.	] 


 Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam menentukan batasan-batasan hak suami dalam memperlakukan isteri yang nushu>z. Hal ini menyangkut, pertama, prinsip-prinsip dasar pola relasi suami-isteri menurut Islam dalam kehidupan rumah tangga secara umum. Kedua, subtansi perbuatan nushu>z itu sendiri, sebagai sebuah perbuatan hukum yang harus dilihat dari segi kualitatatif maupun kuantitatif serta motivasi yang melatar belakanginya.

a. Prinsip Dasar Pola Relasi Suami-Isteri

Berdasarkan kajian terhadap al-Qur’an dan as-Sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution terdapat minimal 5 prinsip perkawinan menyangkut pula di dalamnya adalah mengenai relasi suami-isteri, yaitu: 

1) prinsip musyawarah

2) prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman dan tentram

3) prinsip anti kekerasan

4) prinsip bahwa relasi suami-isteri adalah sebagai patner

5) prinsip keadilan.[footnoteRef:25] [25:  Khoruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) (Yogyakarta : Akademia, 2004), 52.] 


Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat diketemukan beberapa prinsip dasar menyangkut relasi suami-isteri. Pertama, prinsip kebersamaan, dalam arti keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga.[footnoteRef:26] Kedua, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.[footnoteRef:27] Ketiga, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat.[footnoteRef:28] Keempat, mempunyai hak sama di depan hukum.[footnoteRef:29] Kelima, prinsip saling cinta, hormat-menghormati dan saling membantu.[footnoteRef:30] [26:  UU. No. 1/74 Pasal 30, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, Jo. KHI Pasal 77 Ayat (1).]  [27:  KHI Pasal 80 Ayat (1), “Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri”. UU. No. 1/74 Pasal 32 Ayat (2), “Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”, jo. KHI Pasal 78 Ayat (2).  ]  [28:  UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (1), “Hak dan kedudukan isteri adalah simbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, jo. KHI Pasal 79 Ayat (2).]  [29:  UU. No. 1/74 Pasal 31 Ayat (2), “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, jo. KHI Pasal 79 Ayat (3). Dan UU No. 1/74 Pasal 34 Ayat (3), “Jika suami isteri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (5).]  [30:  UU. No. 1/74 Pasal 33, “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jo. KHI Pasal 77 Ayat (2).] 


Quraish Sihab sebagaimana dikutip dalam buku Wajah Baru Relasi Suami-Isteri, menyatakan bahwa akad nikah adalah penyerahan kewajiban-kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan di antara mereka selaku suami-isteri untuk hidup bersama selaku pasangan dan mitra yang berdampingan, menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka.[footnoteRef:31] [31:  Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Wajah Baru Relasi Suami-Isteri., hlm. 61.] 


Begitu pula menurut Tolhah Hasan, hubungan suami-isteri dalam rumah tangga muslim bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak yang lainnya, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam hal pergaulan suami-isteri, tidak hanya isteri yang dituntut untuk tidak berkhianat kepada suami. Seorang suami pun wajib mempergauli isterinya secara baik dengan cara bersikap lembut terhadapnya dan tidak menyakiti hatinya dan melakukan segala hal yang mendatangkan rasa tenteram, cinta dan damai.[footnoteRef:32] [32:  Ibid., hlm. 62-63.] 


Sebagai implementasi prinsip-prinsip di atas, dalam menyikapi persoalan nushu>z harus mempertimbangkan dua hal: pertama, keadilan. Artinya ketika isteri nushu>z mereka harus dipahami tidak hanya pada sisi ketidakpatuhannya saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh, misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap isterinya, apakah hak-hak isteri sudah dipenuhi suami atau belum. Kedua, prinsip mua’syarah bil ma’ruf. Artinya masing-masing harus tetap mempergauli secara baik, tidak terkecuali dalam menyikapi salah satu pasangan yang sedang nushu>z.[footnoteRef:33] [33:  Syafiq Hasyim, Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam (Bandung : Mizan, 2001), 187.] 


b. Substansi Hukum Perbuatan Nushu>z Dan Tujuan Pemberian Sanksi

                    Dalam menyikapi isteri yang nushu>z, yang terpenting juga adalah harus dapat melihat persoalan tersebut secara substantif. Artinya, melihat persoalan itu sebagai suatu permasalahan hukum yang harus memiliki unsur-unsur tertentu untuk bisa disebut sebagai perbuatan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur; pertama, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nas yang mengatur hal itu. Kedua, unsur materiil. yaitu adanya sifat melawan hukum, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga, unsur moril, yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.[footnoteRef:34] [34:  Mahrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet. I 2004), hlm.. 10.] 


Jika dikaitkan dengan persoalan nushu>z maka untuk mengetahui apakah suatu perbuatan ‘ketidaktaatan’ tertentu seorang isteri dapat dikategorikan sebagai sikap nushu>z atau tidak maka hal itu dapat dilihat dari ada tidaknya dasar hukum yang menjelaskannya. Begitu pula perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum. Artinya, bahwa perbuatan tersebut harus bersifat telah pasti terjadinya, tidak hanya berdasarkan praduga atau perkiraan semata. Oleh karena itu untuk mengetahui telah terjadinya perbuatan nushu>z para mufassir berangkat dari pemaknaan atas kata "خوف" dalam rangkaian kalimat awal Ayat surat an-Nisa>’ (4): 34 (واللا تى تخافون) yang menurut mereka memiliki dua arti yaitu ظن (prasangka) dan علم (pengetahuan), walaupun sebagian mufassir ada yang lebih condong menggunakan arti yang pertama seperti al-Jamal dan ar-Razi.[footnoteRef:35] [35:  Fahruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), IX: 93. dan Muh. Yusuf as-Syahir, Tafsir Bahr Muhit, III: 43.] 


Begitu pula masuk dalam pengertian substansi hukum perbuatan nushu>z di sini adalah segi kualitatif, kuantitatif dan latar belakang pemicu perbuatan itu sendiri. Hal ini tentu saja karena jenis, sifat dan bentuk dari perbuatan nushu>z tersebut sangat beragam, sehingga diperlukan pengkategorian secara spesifik untuk dapat menentukan masuk dalam kelompok apa bentuk perbuatan itu, ringan, sedang ataukah berat. Sehingga dalam menyikapinya pun suami dapat dinilai apakah ia telah berlebihan atau tidak.

Adapun tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri nushu>z juga dapat digunakan sebagai paremeter seorang suami dalam melakukan hak-haknya, begitu pula dapat digunakan untuk menilainya, apakah dia telah melampaui batas-batas hak dan kewenangannya atau belum. Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan sanksi dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu: (1) pembalasan (revenge), (2) penghapusan dosa (expiation), (3) menjerahkan (deterrent), (4) perlindungan terhadap umum (protektion of the public), (5) memperbaiki si pelaku (rehabilitation).[footnoteRef:36] Dan dari kelima tujuan tersebut yang paling cocok untuk dijadikan peganggan bagi suami dalam menindak isteri yang nushu>z tentu saja adalah tujuan yang nomor tiga dan lima. [36:  Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet II, 1985), hlm. 15.] 


Dalam hal tujuan penjatuhan sanksi terhadap isteri yang nushu>z maka tidak lain hal itu sebagai media pembelajaran terhadap isteri.[footnoteRef:37] Begitu pula menurut Sa’id Hawa bahwa hak-hak yang dimiliki suami dalam memperlakukan isteri nushu>z tidak lain merupakan upaya ‘pengobatan’ terhadap isteri.[footnoteRef:38] [37:  . Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, 91.]  [38:  Sa’id al- Khawa, al-Asas fi Tafsir (Beirut : Dar al-Salam, Cet.I, 1405 H), 1054.] 


Begitu pula dalam metode penerapannya menurut pendapat Syafi’i sebagaimana dikutip oleh ar-Razi bahwa tiap-tiap tahapan harus saling berurutan, selama cara pertama dapat mengatasi maka tidak perlu memakai yang selebihnya. Seperti misalnya dalam tahap hijr, sebaiknya dimulai dalam bentuk hijr lisan lalu tempat tidur kemudian baru mubasyarah (bersetubuh).[footnoteRef:39] [39:  Fahruddin ar-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi mafatih al-Gaib (Beirut : Dar al-Fikr 1415 H) 94.] 


          Menurut Muhammad Abduh dan kebanyakan para mufassir yang lain bahwa memang sudah menjadi keharusan jika dalam penerapan tiap-tiap tahapan berurutan, walaupun pada kenyataannya adanya huruf ‘wau’ diantara kalimat-kalimat yang ada tidak dimaksudkan dengan makna littartib (berurutan), sebab hal itu menurutnya sudah dapat diketahui dengan petunjuk nalar rasio.[footnoteRef:40] [40:  Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1394 H/1973 M.), V: 79.] 




B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian (Talak)	

1. Pengertian Perceraian

         Menurut istilah, seperti yang telah dituliskan al-jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[footnoteRef:41]  [41:   Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah (Kairo : Dar  al-Fikr, Juz II, t.t), 278.] 


          Sayyid Syabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[footnoteRef:42] Definisi yang agak panjang dapat di lihat dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-Kitab, hadits, ijma’ ahli agama dan ahli sunnah.[footnoteRef:43] [42:  Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut : Dar al-Fikr, Juz II, 1983), 206.]  [43:  Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar (Bandung : Al-Ma’arif, Juz II, t.t), 84.] 


         Dari definisi talak diatas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Perkawinan. kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sesuatu yang alamiyah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus ditengah jalan.[footnoteRef:44] [44:  Asghar Ali Engineer, Hak-hak perempuan dalam Islam  (The Rights Women in Islam), Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha, Assegaf (Yogyakarta :Yayasan Bentang Budaya, 1994), 169.] 


           Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan adalah Khulu’, khiyar/fasakh, syiqaq, Nushu>z, ila’ dan Zihar. Imam Syafi’i menuliskan sebab putusnya perceraian adalah talak, khulu’, fasakh, khiyar, ila’, zihar dan li’an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, talak, khulu’, ila’dan Zihar.[footnoteRef:45]  [45:  Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan malaysia  (Jakarta : 2002), 203.] 


2. Faktor – Faktor Penyebab terjadinya Perceraian

         Setidaknya ada beberapa faktor  yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian[footnoteRef:46] yaitu : [46:  Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta : Rajawali Pers,1995), 269-272.] 


a.   Terjadinya Nushu>z dari pihak istri.

          Nushu>z bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur’an memberikan tuntunan bagaimana mengatasi nushu>z agar tidak terjadi perceraian.

Allah SWT. Berfirman di dalam surat al-Nisa> :4/43 yang artinya : 

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nushuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.



Berangkat dari surat al-Nisa> :4/43al-Qur’an memberi opsi sebagai berikut :

1) Istri diberi nasehat dengan cara yang ma’ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.

2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.

3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk di ketahui,yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan pihak istri seperti betisnya.[footnoteRef:47] [47:  Lihat, Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 270 dan bandingkan, Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia (Jakarta : UI Press, 1986), 93. Menurut kitab Uqud al-Lujjain, ada beberapa alasan suami boleh memukl istrinya seperti, jika istri menolak berhias dan bersolek dihadapan suami, menolak ajakan tidur, keluar rumah tanpa ijin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, menampakkan wajah ke laki-laki lain yang bukan mahramnya, menolak menjalin kekeluargaan dengan keluarga suami, lihat komentar FK3 di dalam, Wajah Baru Relasi Suami-Istri : Telaah Kitab Uqud al-Lujjain (Yogyakarta : LKiS, FK3, 2001), 26.] 


b. Nushu>z Suami terhadap Istri

                          Kemungkinan nushu>z ternyata tidak hanya datang dari istri tapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahfahami bahwa nushu>z hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur’an juga menyebutkan adanya nushu>z dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur’an surat al-Nisa> ayat 128.[footnoteRef:48] [48:  Ibid,. 94.] 


Dan jika seorang wanita khawatir akan nushu>z, atu sikap tidak acuh terhadap suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadkan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nushu>z dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.



          Kemungkinan nushu>znya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami.

                Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Qur’an seperti yang terdapat dalam surat al-Nisa> : 4/128 menganjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih bersabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semua ini bertujuan agar perceraian tidak terjadi.

        Inilah ayat yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak[footnoteRef:49] sebagai bentuk perjanjian perkawinan. [49:  Isi Taklik Talak tersebut adalah : sewaktu-waktu saya : (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut danistri saya membayar uang Rp. 10000 ‘iwadh(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.] 


       Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meninta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.[footnoteRef:50] [50:  Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : al-Hikmah, 2001), 278.] 


c. Terjadinya Syiqoq

                Jika dua kemungkinan yang telah disebut dimuka menggambarkan satu pihak yang melakukan nushu>z sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqoq (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

        Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi di damaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam firman Allah Q.S. An-Nisa> : 35

                          



”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nisa : 35)



       Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa bila keutuhan rumah tangga suami isteri terancam karena pertengkaran yang tak mungkin diatasinya maka perlu dipilihnya hakam[footnoteRef:51] (arbitrator) dari kedua belah pihak. Sekiranya hal ini masih juga tidak membuahkan hasil maka persoalannya wajar ditangani oleh hakim untuk memberi putusan setelah pihak-pihak pendamai tidak berhasil mendamaikannya. [51:  Dengan demikian, hakam memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perceraian. Begitu pentingnya sampai-sampai para ulama fiqih memberikan apresiasi yang berbeda tentang keberadan hakam. Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah al- Mujtahid menyatakan bahwa mengangkat hakam merupakan sebuah keharusan. Imam Syafi’i menyatakan mengangkat hakam hukumnya wajib. Berdasarkan kaidah ushul bahwa asal hukum bagi perintah adalah wajib (al-aslu fi al-amri lil al-wujub). Penegasan mazhab syafi’i yang mewajibkan mengangkat hakam yang berfungsi menangani perkara perceraian memberi kesan bahwa upaya-upaya yang mengarah kejalan perdamaian harus dilakukan dengan serius. Perceraian hanyalah jalan terakhir manakala upaya perdamaian menemui jalan buntu.] 


d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang                                                  menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara   menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li’an seperti telah disinggung di muka. Li’an sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li’an adalah terjadinya talak ba’in kubro.[footnoteRef:52] [52:  Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, 274.] 


e. Putusnya Perkawinan Karena Thalaq.

        Kata Thalaq diambil dari kata ithlaq yang berarti melepaskan atau menanggalkan[footnoteRef:53] atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang. Ia dipergunakan dalam syari’ah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri sebuah perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, namun  hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.[footnoteRef:54]  [53:  Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II (Bandung : Pustaka Setia, 1999), Cet I, 9. ]  [54:  Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 80.] 


f. Putunya perkawinan karena Khulu’

          Khulu’ berasal dari kata “khulu’ al-tsaub” yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.[footnoteRef:55] Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187. [55:  Ibid., 112.] 


         Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan isterinya, maka si isteri juga dapat menuntut cerai jika ada cukup alasan baginya. Jika suami berlaku kejam, maka isteri dapat meminta cerai (khulu’) dan tidak dipaksa menerima perlakuan yang sekiranya tidak patut baginya.

         Khulu’ adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad  nikah dengan kesediaan isteri membayar uang ‘iwadh atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan  pernyataan cerai atau khulu’. Bila terjadi cerai dengan cara khulu’ maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada isterinya. Dari tinjauan sighat, khulu’ mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak isteri. Perceraian akan terjadi bila isteri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.[footnoteRef:56]  [56:  Dasrizal Dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun !974 dan Hukum Perdata Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam (Jakarta : Kartika Intan Lestari, 2003), 201.] 


g. Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

           Berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu 
UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 memberikan arti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai hukum positif untuk perkawinan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, “bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.[footnoteRef:57]  [57:  Dahrizal Dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun !974 dan Hukum Perdata Barat (BW), Tinjauan Hukum Islam, 131. ] 


            Khusus tentang putusnya perkawinan, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas Keputusan Pengadilan. Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa : 

a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelan Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

c) Tata cara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersndiri”.

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah disebabkan karena :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7.  Suami melanggar ta’lik thalaq.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

        Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan pada PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar ta’lik thalaq, dan terjadinya peralihan agama/murtad.



C. Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Putusnya Perkawinan

   Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilakukan dan dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[footnoteRef:58] Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (state court).[footnoteRef:59]  [58:  Menurut Amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan Sekarang diganti dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.]  [59:  Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 180-181, Lihat juga A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2006), 137-146.] 


   Masing-masing lingkungan peradilan terebut memiliki wewenang mengadili perkara dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha negara merupakan peradilan khusus, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.[footnoteRef:60]  [60:  Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 159.] 


          Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan di antaranya  Paradilan Umum, sebagaimana yang digariskan pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU. No. 8 Tahun 2004 jo. UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana dan perdata (perdata umum dan khusus). Sehingga Peradilan Negeri sebagai bagian dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum memiliki kewenangan di antaranya yaitu di bidang perdata umum. Kewenangan yang dimilikinya itu berlaku bagi rakyat pada umumnya. Salah satu di antara sengketa perdata umum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah sengketa di bidang perceraian bagi rakyat yang bukan beragama Islam. Terjadinya sengketa perceraian di kalangan rakyat yang bukan beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksanya.

       Sementara Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah.

   Kekuasaan Pengadilan  itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;, c. Wakaf dan shadaqah.

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang          perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah :

1. Izin beristeri lebih dari satu orang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. Dispensasi kawin;

4. Pencegahan perkawinan;

5. Penolakan perkawinan oleh PPN;

6. Pembatalan perkawinan;

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

8. Perceraian karena thalaq;

9. Gugatan perceraian;

10.  Penyelesaian harta bersama;

11. Mengenai penguasaan anak;

12.  Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

14.   Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15.   Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16. Pencabutan kekuasaan wali;

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19.   Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;

20.  Penetapan asal usul seorang anak;

21.  Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

     Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian. Perkara perceraian tersebut meliputi penetapan izin ikrar thalaq, ta’lik thalaq, fasakh, dan perceraian.
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